BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dengan demikian proses perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna
Bangunan yakni dengan cara:
1. Berasal dari tanah negara: Permohonan HGB dan Pemberian HGB
2. Berasal dari tanah hak milik:
a. Penurunan HM menjadi HGB (perorangan),
b. Pelepasan HM menjadi tanah negara yang dilanjutkan dengan permohonan
HGB (badan hukum),
c. Penurunan HM menjadi HGB yang dilanjutkan dengan peralihan HGB
(badan hukum),
3. Di atas tanah hak milik: dibebankan permohonan HGB (hak baru/hak tanah
sekunder di atas tanah primer),
4. Peralihan hak yang sudah ada (perorangan/badan hukum).
Adapun perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan
perspektif hukum ekonomi syariah yakni dengan cara:
1. Permohonan yang dilakukan dengan kehendak sendiri seperti, membuka tanah

baru (ihya al-mawat).
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2. Permohonan yang dilakukan dengan kehendak sendiri, jadi kepemilikan
tanah dilepaskan menjadi tanah Negara, baru dimohonkan lagi tanahnya
sebagai Hak Guna Bangunan.

3. Jual beli (Ada musyawarah, persetujuan bersama serta kata sepakat
menyerahkan tanah yang bersangkutan dan menerima imbalan penggantian),
jadi hak kepemilikan dilepaskan menjadi tanah Negara, baru dimohonkan lagi
tanahnya sebagai Hak Guna Bangunan.

4. Dengan perjanjian (Ada musyawarah, persetujuan bersama serta kata sepakat
menyerahkan tanah yang bersangkutan dan menerima imbalan penggantian).

Adapun poin penting dari tinjauan hukum ekonomi syariah ialah:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah
negara dan Hak Pengelolaan, yang mengatur tentang prosedur perolehan hak
atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan itu bersesuaian dengan prosedur
perolehan kepemilikan tanah dalam aturan hukum Islam.

2. Konsep kepemilikan tanah dalam Islam sama dengan konsep kepemilikan
harta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Islam mengakui akan adanya
kepemilikan individu, dan melindunginya, namun bukan berarti bebas tanpa
batas. Pembatasan kepemilikan tanah dalam Islam memang tidak disebutkan
secara langsung, namun dalam aturan-aturan tentang kepemilikan harta ada
batasan-batasan penguasaan harta yaitu bahwa kepemilikan tidak boleh

menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, larangan terhadap
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kepemilikan secara pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu, dan
adanya hak-hak orang lain yang terdapat dalam hak-hak individu. Dan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) yang mengatur tentang kepemilikan tanah dalam bentuk Hak
Guna Bangunan itu ternyata juga bersesuaian dengan asas-asas kepemilikan
tanah/harta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

intervensi kepemilikan tanah oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang
dibolehkan merupakan implementasi dari maslahah mursalah. Karena
kebijakan pemerintah dalam menetapkan perolehan hak atas tanah dalam
bentuk Hak Guna Bangunan merupakan solusi pengendalian pemilikan dan
penguasaan yang melampaui batas yang dapat merugikan orang lain. Suatu
tindakan hukum yang merubah struktur pemilikan tanah dari pemilikan secara
pribadi menjadi pemilikan baru terutama bagi orang atau kelompok yang tidak
memiliki tanah tetapi memerlukan tanah. Merupakan kemaslahatan publik
yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka mencapai kemaslahatan dan
keadilan sosial.

Jadi kepemilikan tanah sebagai Hak Guna Bangunan adalah merupakan milik
yang sempurna (milkut tam), membolehkan pemegang/pemilik Hak Guna
Bangunan/seseorang yang memerlukan tanah milik orang lain, menguasai
terhadap bendanya (dzatnya) dan manfaatnya (hasl) secara keseluruhan, untuk
mempergunakan  tanah  milik orang lain, berkewenangan dalam

mentasarufkannya secara penuh akan tetapi dibatasi waktu penggunaannya,
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penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Serta pembatasan terhadap
penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada pembatasan yang ditentukan oleh
syara’ dan pembatasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu negara (seperti hak-hak atas tanah
sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Pokok-Pokok Dasar Agraria).

B. Saran- Saran

1. Hendaknya adanya pengawasan oleh Negara terhadap pemilikan, penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah, sehingga sanksi dapat
dilakukan pada para pemilik yang menelantarkan tanahnya dan terhadap
pemilik yang memiliki hak atas tanah melebihi batas maksimum kepemilikan.

2. Pentingnya pemerintah menegaskan tentang penafsiran fungsi sosial terhadap
semua hak atas tanah berkenaan dengan pengertiannya untuk
menyeimbangkan manfaat yang dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat
dari setiap penguasaan dan pemanfaat tanah.

3. Supaya tidak adanya ketimpangan dalam akses perolehan dan pemanfaatan
tanah yang dikarenakan terbatasnya akses modal, hendaknya tanah
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula, sehingga tidak ada lagi
pengalihfungsian hak atas tanah.

4. Diharapkan adanya prinsip bagi hasil dalam perjanjian tanah dalam rangka

pemberian tanah sebagai Hak Guna Bangunan yang dibebankan di atas tanah
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Hak Muilik, sehingga tidak ada lagi merasa ketidak adilan yang dirasakan
khususnya oleh pemegang tanah Hak Milik pada saat dikemudian hari.

. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya mengakaji lebih mendalam tentang
harta orang lain yang dijadikan jaminan hutang dan kepastian hukum bagi

pihak yang menerima jaminan.
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